PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat :

NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG

IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

da.

1.

GUBERNUR JAWA TENGAH

bahwa dalam rangka kelestarian sumberdaya alam
khususnya hutan, perlu perlindungan dan pemanfaatan
hasil hutan kayu sebesar-besarnya untuk kemakmuran
masyarakat dengan memperhatikan kelangsungan potensi
dan daya dukung agar terpelihara dan terjaga fungsi
hutan ;

bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah jucnties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Propinsi
Sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu mengatur
Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Lintas Kabupaten/Kota
Di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3686) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3802) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4206);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan  Undang-undang, Rancangan  Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu023.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu022.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu025.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu041.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp008.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp025.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp066.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/02pp034.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99kp044.pdf

Menetapkan

14,

15.

16.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingklat I Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 39) ;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial,
Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha
Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,
Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang,
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan
Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas
Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi
Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) ;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun
2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi
Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut
/ Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG IZIN

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU LINTAS KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah ;
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut azas Desentralisasi ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan
Legislatif Daerah ;

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah ;

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DIPENDA adalah
Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
Pelabuhan adalah pelabuhan di wilayah ropinsi Jawa Tengah ;

Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa kayu dan rotan
serta turunannya yang berasal dari hutan ;

Surat Keterangan Pengukuran dan Penguijian Hasil Hutan yang selanjutnya
di singkat SKPPHH adalah dokumen kehutanan yang menyatakan bahwa
hasil hutan yang masuk ke Pelabuhan Khusus milik industri hasil hutan
telah diadakan pemeriksaan terhadap surat keterangan sahnya hasil hutan
asal dan telah sesuai dengan fisik dan jenis kayu yang diangkut ;

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH
adalah dokumen surat milik Kehutanan yang wajib dilengkapi bersama-
sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki yang
diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yang berwenang dan berfungsi sebagai
legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu ;

Daftar Pengangkutan Pengganti yang selanjutnya disingkat DPP adalah
Dokumen Milik Kehutanan sebagai pengganti Surat Keterangan Sahnya
Hasil Hutan akibat terjadi perubahan alat angkut yang wajib dilengkapi
bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki
yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yang berwenang berfungsi untuk
legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dari
Pelabuhan menuju tujuan akhir dalam Kabupaten / Kota yang sama dengan
lokasi pelabuhan tersebut ;

Pejabat Penerbit Dokumen adalah Pejabat Kehutanan setempat yang
berkualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan atau mempunyai kemampuan
melakukan pengukuran / pengujian hasil hutan yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah ;
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Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Lintas Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat Izin adalah fasilitas pelayanan penerbitan dokumen
surat keterangan sahnya hasil hutan yang diberikan kepada orang pribadi
atau badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan lainnya ;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda ;

Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat
Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk
dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan
Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat
Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk
membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang ;

Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan,
petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Lintas Kabupaten / Kota ;

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah
data dan atau keterangan lainnya untuk menguiji kepatuhan pemenuhan
Perizinan dan Kewajiban Retribusi ;

Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan,
penelitian dan pemantauan Hasil Hutan Kayu Lintas Kabupaten / Kota
untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dengan memperhatikan
kelangsungan potensi dan daya dukung Hasil Hutan Kayu ;
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